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PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Kwd
P\ (Y -
sl 5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Timbulon, 16 Maret 2000, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXX XXXX  XXXX  XXXXXXXXX  XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
GORONTALO UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

Melli Yanti Ingku binti Suharto Ingku, tempat dan tanggal lahir Atinggola, 29
September 1997, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXX XXXXX,
XxXxxxx X, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
GORONTALO UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang
pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 dengan register perkara Nomor
90/Pdt.G/2023/PA.Kwd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai
berikut:
1. Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
066/17/1V/2020, tertanggal 22 April 2020;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di KABUPATEN GORONTALO UTARA selama 1
(satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal Terpisah selama 4
(empat) bulan karena Pemohon pergi bekerja sebagai penambang di
Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah,
kemudian tinggal lagi bersama di rumah orang tua Termohon KABUPATEN
GORONTALO UTARA sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah
rumah dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
o XXXXXXXXX XXXXXXXX XXxxxxxX, NIK 7505016210200001, tempat tanggal
lahir Atinggola, 22 Oktober 2020, usia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.
Sekarang anak tersebut di asuh oleh orang tua Termohon;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
e Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi akibat
Termohon sering tidak merasa cukup atas pemberian nafkah untuk
kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
e Bahwa puncaknya pada Oktober 2020 yang mengakibatkan Pemohon
dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meniggalkan Termohon dan
saat ini Pemohon tinggal di rumah sepupu Pemohon di XXXxXx XXxxX
XXXXXXN, XXXX XXXXXXX, Kecamatan Atinggola, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
sedangkan Termohon saat ini tinggal di Kost Ci Engg, Jl.Pemuda 1 Sario,
Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cqg. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Kwandang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang
menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan
Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya
mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;
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Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang Isbath
Terpadu dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para
Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam
mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai
pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka
Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus

dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para
Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan
perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya

kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI:
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1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil
dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Menolak gugatan Pemohon;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Noni
Tabito, S.E.l., M.H. sebagai ketua majelis, Nur Afni Katili, S.H.l. dan Arsha
Nurul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu
juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H., panitera pengganti, tanpa
dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.l. Noni Tabito, S.E.l., M.H.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 60.000,00
- Panggilan :Rp 1.950.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah ‘Rp ,00
- Penerjemah :Rp ,00
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- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 2.080.000,00
(dua juta delapan puluh ribu rupiah).
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